
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAER^AH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TFKNTS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja dan
untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalam
rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko yang
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kpbupaten Mukomuko Nomor 6

Tahun 2005'perlu ditata kembali:

Ite*guu7*t

b. bahura untuk melaksanakan maksud t*rsebrJ ga4a hrx,.rt a di +tzs,*.
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Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Selurna clan Katiupaten KaLr

dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor a266);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indon'esia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

. Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeralr

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomol125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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Undang-undang Nornor 16 Tahun 2006 tentang sbtem penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 0B Tahun 2003 tentang pedornan

organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik tndonesia

Tahun 2003 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1S);

Dengan Persetujuan Beneama

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

oRGANtSASt DAN TATA KERJA LEHTBAGA TEKNTS DAERAH \.
KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

c. Bupatiadalah Bupati Mukomuko;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewart

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

e. Lernbaga Teknis Daerah adalah Unsur pelaksana tertentu yang karena sifatnya tidak

tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;

Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;

Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah

Kabupaten Mukomuko;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;

Keputusan Bupati adalah Keprrtusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

5.

6.

7.

aL

h.
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BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSILEIIBAGA TEKNIS DAERAH
IGBUPATEN I.IIUKOMUKO

Pasal 2

(1) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagainrana terlampir
pada Lampiran I dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan clengan peraturan

Daerah ini.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari rnasing masing-masing jabatan struktural pada
Lembaga Teknis Daerah dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan peraturan

Bupatidan atau Keputusan Bupati Mukomuko .

B.AB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan OrganisasiLembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko, terdiridari :

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER.AH (BAPPEDA' }T

": Kepala Badan

b. Sekretaris,

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Pmgram.

- Subbid. Perencanaan.

- Subbid.Monitoring Evaluasi dan Laporan

d. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana.

Subbid. Fisik clan Tata Ruang.

- Subbid. Ungkungan Hidup, Energi, Transportasi, Pariwisata dan

Pertambangan.

e. Bidang Perencanaan Ekonomi.

- Subbid Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan, Peternakan,

Perkebunan, Kehutanan dan KSDA.

- Subbid Perindag, Kop, PMD, Pengembangan Usaha dan Kekayaan Daerah.
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Bidang Perencanaan Sosial Budaya,

subbkJ. Pendidikan Mental, seni Buxcaya, Hukum, organisasi dan
Pernerintahan.

subbid. Kesehatan, Kessos dan pernberdayaan perempmn Kependudukan
dan Nakertrans.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. INSPEKTORAT WII-AYAH KABUPATEN MUKOHUKO

a- InspeKur.

b. Sekretaris.

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub. Bagian Keuangan.

Sub. Bagian Bina Program dan pelaporan.

c" Bidang Pengawasan Pemerintahan, Umum dan Aparatur.

Subbid. Pengawasan Pemerintahan.

Subbid. Pengawasan Aparatur. ir
d. Eidang Pendapatan dan Kekayaan.

Subbid. Pajak Daerah dan Refibusi lain-lain.

Subbid Penelitian dan Penghapusan.

e. Bidang Pembangunan.

Subbid. Pengawasan Prosedur.

- Subbid. Pengawasan Fsik.

f. Bidang Keuangan dan Perekonomian.

Subbid. Pengawasan Keuangan.

Subbid. Pengawasan Perekonomian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH (BPI(KD).

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Penyusunan Program.

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Baglan Umum.
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Bidarn Fardapataa Daerah.

9rbbia Paiak dan Refrihrsi.

Subb{d. Pendapatan Lain.

Bidang Pernbiayaan.

Subbid. Arggaran Belanja Pegawai.

Su bbid. Penr bendafn raa n.

Bidang Kekayaan.

Subbid. Perencanaan Kebutufnn.

Subbid. Pemeliharaan Inventarisasi dan Perx;ha pusan.

Bidang Pembukuan dan Verifikasi.

Subbid. Verifikasi Pendapatan dan Verifikasi Pembiayaan.

Subbid. Ewluasi dan Pelaporan.

Kelom pok Jabatan Fu ngsional.

4. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

a. Kepala Badan

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum.

c. Bidang Bina Program.

Subbid. Perencanaan.

- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Lingkungan Hidup.

- Subbid. Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan.

- Subbid. Analisis dan Pencegahan Dampak Lingkungan.

e. Bidang Pertambangan.

- Subbid.Pertambangan.

- Subbid, Pengawasan dan Perizinan.

f. Bidang Encrgi

- Subbid. Energi.

- Subbid. Sumber Daya Mineral.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

d.

i.
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5. BADAN PEI.AKSANA PENN'LUHAN PERTAI{IAN, PERIKANAN

KEHUTANAN.

a, Kepala Badan

b. Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegnwaian.

Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program.

Subbid. Perencanaan.

Subbid. Monitoring Ewlmsi dan Pelaporan.

d. Bidang Kelembagaan.

Subbid.Kelembagaan Penyuluhan.

Srrbbid. Kelembagaan Petani.

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh.

- Subbid. Pembinaan Penyuluh.

- Subbid. Perrgawasan Penyuluh.

f. Bidang Pelayanan Sarana & Prasarana dan Fengkajian Tekhnologi.

- Subbid. Pelayanan Sarana & Prasarana

- Subbid. Pengkajian Tekhnologi dan Aked'rtasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

DAN

$.

6. BADAN PEMBERDAYAAN I.IASYARAKAT DESA.

a. Kepala Badan.

b. Sekretaris.

- Sub Bagian Umum dan KePegawaian'

- Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Bina Program.

- Subbid. Perencanaan.

- Subbid. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan'

d. Bidang Pemerintahan Oesa.

- Subbid. Administrasi Keuangan & Aset Desa.

- Subbid. AParatur Desa.

-='--:
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Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial FlasyarakaL

- Selcsi Pemffiayaan Ekonorni t4aspnkat

- Seks' Pergembangan Sosial Masfarakat

Bidang Sumber Daya dan Tekhnotogi.

- Subbid. Tekhrnlogi Masyarakat Pendesaan.

- Subbid. Sarana dan Prasarana Pedesaan.

Kelompok Ja batan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas.

7. I(ANTOR PERHUBUNGAN DAN PARIWTSATA.

a. Kepala Kantor.

b. Sub Bagian Tab Usaha.

c. Seksi Perhubungan Darat, Laut dan Udara.

d. Seksi Promosi dan Daya Tarik Wisata.

e. Seksi Perizinan Usaha Kawasan dan Aneka lasa Pariwisata.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. KANTOR PERPUSTAIGAN DAERAH

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka'

d. seksi Pelayanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka,

e. Selcsi Pembinaan Perptrstakaan.

f. KelomPok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.

9. KANTORKESBANG DAN POLITIK

a. KePla Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha.

c. Seksi Pedindungan Masyarakat.

d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Kajian Strategis'

e. Seksi Pembinaan Politik

f . KelomPok Jabatan Fungsional.

g. Unit Pelaksana Teknis Kantor.
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Pasal 4

Bagan Struktur organisasi masing<nasing Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko

sebagaimana terlampir pada Lampiran ll dan nrerupakan bag'nn yang tak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan

spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku'

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas meleksanakan sebagian tugas

PemerintahDaerahsesuaidengankeahliandankebutuhan.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tena.ga fungsional yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan'

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin o'un*.

tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati'

Jumlalr Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Keh:utuhan dan Beban Kerja'

Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ciatur berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Yang berlaku'

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan Yang berlaku'

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Tenaga

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing+nasing maupun antar satuan organisasi clilingkungan Pernerintah

Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas

masing-masing.

(3)

(4)
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Pasal 8

Setiap Pimpinan Organisasi wajib rnengawasi bawahannya masing-nrasing dan apabila

terjadi penyimpangan agar mengarnbil langkah-langkah yang dipedukan sesuai dengan

Peraturan Perundang"undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing<nasing dan menyiapkan laporan berkala

tepat pada waktunYa.

Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan

Organisasi dari bawahannya wajib diotah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada batnahannya'

Dalam menyampaikan laporan masing+nasing kepada atasan, tembusannya wajib

disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan

bawahan masing-masing, wajib mengadakan

$.

BAB VI

ESELON JABATAN

Pasal 10

Kepala Badan adalah Jabatan Eselon ll b'

Kepala Kantor, sekretaris Badan dan Kepala Bidang diangkat dalam Jabatan

Eselon lll a.

(3) Kepata seksi, Kepala subbagian dan Kepala subbidang, adalah Jabatan Eselon lV a'

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas setiaP

dalam rangka Pemberian bimbingan

rapat berkala.

Setiap Satuan Organisasi

yang ditetaPkan dengan

yang berlaku.

Pasal 11

Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan

,, ' 

- 

: f----_
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Dengan berhkunya Peraturan Daer:ah ini, maka semua Peraturan Oaerah Kabupaten

Mukomuko yang rnengatur hal yang sama dinyatakan tidak bedaku'

(2) l-lal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang meRgenai teknis

pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan

Bupati l'lukomuko.

Pasal 1 3

Perirturirrr Dacrah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar sc,trap orang dapat mengetahuinya, memerinLahkan pengundangan Peraturatt

Dacratr ini dcngan penempa[annya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukorluko.

Ditetapkan di Mukomuko
eada ianggat 2B Desenrber 2006

BUPATI MUKOMUKO,
l.r

T-f h
I I LJ,

ICHWAN YUNUS

DiurtrJ irrrg i,an d r M ukornuko

A d Desember 2006

H K,ABUPATEN MUKOMUKO

AROI OJIDIN
a Muda NlP. 160020278

LEMBARAN DAERAH MBUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR I 08 SERI .. O ..

it9
/i/\'.,
wl
TI
,J]r
$\
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LAMPIRAN I : PEMTURAN DAERAH IGBUPATEN MUKOMUKO
NOMOR O& TAHUN 2006
TANGGAL *B - lZ - 2006

KEpUpUKAN, TU9Aq FOKO

I. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

A. KEDUDUKAN:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis

bidang Perencanaan Pembangunan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis

administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah nrempunyai tugas

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daetah di bidang

PembangunanDaerahsertame|aksanakankewenangan

desentralisasi dan Pembantuan'

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1

Perencanaan Pembang unan Daerah menyelen g garakan fu n g si ;

a.Perumusankebijakanteknissesuaidengan|ingkuptugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah'

c.Me|aksanakantugas.tugas|ainyangdiberikano|ehBupati.

II.INSPEKToRATWILAYAHKABUPATENMUKoMUKo

melaksanakan

Perencanaan

dekonsentrasi,

+r
diatas, Badan

A. KEDUDUKAN:

Inspektorat wilayah Kabupaten Mukomuko merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat Pembinaan dari.

B. TUGAS DAN FUNG$I:

1. Inspektorat witayah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melakukan

p€ngawasan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan Peraturan Perundang-

undagan serta melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan

Pembantuan.

Perda Kab. Mukomuko
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2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Inspektorat

\Mlayah Kabupaten Mukomuko menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

III. BADAN PEtr{GELOI-AAN KEUANGAN DAN KEKAYA,AN DAERAH (BPKKD)

A. KEDUDUKAN:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana

teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, dipirnpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan

sscara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B- TU€AS DAN FUIIGSi :

" l,a:=- :':lr:€y:i;::,- 13"-6prlg 
=r- '.":{-}r'38-. ]A*i'll .'.r-r-!:t*:*i::i l-1'*S

me'ek=nakan Uru-n R,un-'ah Tangga Daeiah Kabupe',en or B:iarg Fe;rlapatar,

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang telah diserahkan oleh

Pemerintah. $'

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

IV. BADAN UNGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

A. KEDUDUKAN:

Badan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana

teknis bidang Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daeralr

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1" Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas

melaksanakan kewenarrgan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.
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2. Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan

Lingkungan Hklup, Pertambangan dan Energimenyelenggarakan fungsi ;

a. Perurnusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BADAN PEI.AKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAH DAN
KEHUTANAN

A. KEDUDUKAN:

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan

unsur pelaksana teknis bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dart Kehutanan,

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertangqungjawab

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris

Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI:

1. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanarr mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dafi.

pembantuan.

Z. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poitt 1 di atas, Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan l(ehutanan menyelenggarakan

fungsi ;

a. Perunrusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati'

VI. BADAN PEMBERDAYA-AN MASYARAKAT DESA

A. KEDUDUKAN:

Badan pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana teknis bidang

pemberdayaan Masyarakat Desa, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

rnendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
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B. TUGAS DAN FUNGSI:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan

kerr,oenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pem banfu an.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi i

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah daerah

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

YII. KANTOR PERHUBUNGAN DAN PARTWTSATA

A. KEDUDUKAN:

Kantor Perhubungan dan Pariwisata merupakan unt;ur pelaksana teknis bidang

perhubungan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI:

j. Kantor perhubungan dan Pariwisata nnempunyai tugas melaksanakan$'

kewenangan dekonsentrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tug6s sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Kantor

Perhubungan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi ;

a.Perumusankebijakanteknissesuaidengan|ingkuptugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah'

c.Me|aksanakantugas-tugas|ainyangdiberikano|ehBupati.

VIII. KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

A. KEDUDUKAN:

Kantor Perpustakaan .Daerah 
merupakan unsur pelaksana teknis bidang

Perpustakaan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah

danbertanggungjawabkepadaBupatidansecarateknisadministratifmendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah'

Tahun 2006
Per& Kab. l,lukomuko



l
B. TUGAS DAN FUNGSI:

1. Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

dekonsentrasi, desentralisasi dan pem bantu a n.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Kantor

Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis sesuaidengan lingkup tugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah.

c. Melaksanakan tuga+tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

IX. KANTOR KESBANG DAN FOUTIK

A. KEDUDUKAN:

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana tekrtis bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dari secara teknis administratif

mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI:

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas

kewenangan dekonsenlrasi, desentralisasi dan pembantuan.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud poin 1

Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi ;

a.Perumusankebijakanteknissesuaidengan|ingkuptugasnya.

b. Penunjang penyelenggara Pemerintah Daerah'

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

.4-.*4

Perda Kab. Mukomuxo Tahun 2@6
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melaksanakan

di atas, Kantor
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